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ABSTRAK

Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian daci hak asasi yang tidak boleh
di.kesam}?lng(an, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus
terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual beras yang
melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana tindakannya itu
dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Rumusan Masalah
dalam penelitian ini terdiri dari Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau
penyimpanan Pangan Pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, Bagaimana Upaya Dan Hambatan Yang Di Alami Kepolisian Dalam Tindak
Pidana Penimbunan Beras oleh Pihak Kepolisian, perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam tindak pidana penimbunan beras Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data
primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library
Research) juga metode penelitian lapangan (Field Research) Pengaturan mengenai
larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku
usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah
diatur secara jelas dan tegas di dalam ‘UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas
pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan
hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus
tindak pidana penimbunan beras memiliki kendala untuk pemberantasaannya diantaranya
Skala Monopoli alamiah mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang
tidak terkontrol.
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ANALYSIS OF EFFORTS IN COMMITTING CRIMINAL ACTIONS AND
IMPLEMENTATION QF CRIMINAL SANCTIONS
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ABSTRACT

In Indonesia, rice is part of a human right that cannot be ruled out, because rice is part
of the most basic needs that must be met, but at this time there are many rice sellers who
commit fraud by hoarding rice, which action is it is intended that he will get the
maximum benefit. Police, legal protection Jor consumers in the crime of hoarding rice
The type of research used in this research is normative juridical research. The nature of
the research used in this research is descriptive in nature, while the research data were
obtained from primary, secondary and tertiary data using research methods library
research as well as fleld research methods. Regulations regarding prohibitions as well as
legal threats for business actors storing food or business actors storing staple foods such
ricg.gxceeding the maximum amount have been clearly and explicitly regulated in Law
IR0/ 2012 concerning food and also Law Number 7 0of 2014 concerning trade,
Q3K Force and the Special Directorate ¢f Criminal Investigation play a role as
¢ 'f officers for law enforcement together with civil servant investigators
d'apencies. Cases of crime of hoarding rice have obstacles to eradicating
the natural monopoly scale of the mafia rice at the distributor level, and





